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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, pada Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan
Orang “..adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”. Sedangkan
Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Jika kita melihat secara universal tentang penjelasan definisi Perdagangan Orang, maka
ditemukan pula pada Pasal 3 Protokol PBB yang berisi tidak jauh berbeda dengan pengertian
menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di atas, dengan penjelasan bahwa tindakan
tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi, melacurkan, atau bentuk lain daripada eksploitasi
seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenisnya, penghambaan serta
termasuk pengambilan organ tubuh.!! Kemudian dari penjelasan Global Alliance Against
Traffic in Woman (GAATW), bahwa Perdagangan Orang bertujuan untuk menempatkan atau
menahan kehendak seseorang, baik dibayar atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang tidak
diinginkan (baik domestik seksual atau reproduktif) yang menekankan kepada kondisi

perbudakan dalam suatu lingkungan atau tempat.*?
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Tindak Pidana
Perdagangan Orang merupakan tindak kejahatan serius yang berakibat pada penyalahgunaan
kuasa terhadap diri seseorang, sehingga melanggar hak asasinya sebagai manusia.
Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa
“Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terjadi karena faktor pendukung yang mendasari
kejahatan para pelaku. Umumnya, faktor-faktor ini ditemukan di lingkungan sekitar korban,
sehingga dapat mendorong terealisasinya kejahatan tersebut. Hal tersebut meliputi ;3

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar kejahatan ini disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan
keadaan suatu komunitas. Bahkan terdapat beberapa kasus perdagangan orang yang
dilakukan oleh anggota keluarga demi menjalani kehidupan yang layak. Beberapa tahun
terakhir maraknya korban perempuan yang diperdagangkan sebagai jaminan untuk
pembayaran utang. Namun tidak dipungkiri juga kejahatan ini bukan melulu soal
ekonomi. Terdapat beberapa kasus yang dilakukan untuk memenuhi strata sosial
tertinggi, sehingga menjerumuskan seseorang untuk harus memperdagangkan orang
lain atas imbalan sejumlah uang.!4

2. Faktor Ekologis
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Sebagaimana faktor ekonomi di atas, keterkaitan antara kemiskinan dengan kondisi
geografis yang menjadikan suatu komunitas tersebut berada pada kawasan tidak layak
huni. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk Indonesia yang tersebar di
beberapa kota. Maka adanya penduduk dari wilayah tersebut lah yang memaksakan diri
untuk keluar daerah ataupun keluar negeri, meskipun dengan keterampilan dan
keterbatasan informasi yang mereka dapatkan.!®
3. Faktor Sosial Budaya

Adanya perkembangan globalisasi pada era ini menyebabkan pergeseran sosial budaya
dalam masyarakat suatu negara. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang
semakin canggih untuk mengakses informasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk
pekerjaan. Namun penyelewengan dari penggunaan teknologi tersebut dapat menjadi
penyebab dari kejahatan perdagangan orang, karena seringkali dimanfaatkan oleh para
pelaku untuk mencari mangsanya. Sehingga dengan adanya teknologi canggih tersebut
menyebabkan pelaku lebih mudah untuk menjalankan kejahatannya. Korban akan lebih
mudah terpancing karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang terbatas terkait

kejahatan tersebut.

C. Sanksi dan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pelaku suatu kejahatan sudah seharusnya

dikenakan suatu akibat hukum atas perbuatannya. Akibat hukum tersebut dapat berupa pidana
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ataupun sanksi,!” sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menjelaskan 2 (dua) jenis hukuman pidana, yaitu : Pidana Pokok, meliputi pidana kurungan,
denda, penjara, tutupan dan pidana mati; Pidana Tambahan seperti perampasan barang-barang
tertentu atau pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Dalam KUHP sendiri mengatur tentang sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini
pada Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat
(1) dan (2), dan Pasal 506. Untuk jangka waktu masing-masing pidana diputuskan berdasarkan
tolok ukur kerugiannya dalam suatu perkara. Contohnya seperti pada Pasal 297 KUHP
menyebutkan bahwa pelaku perdagangan orang baik wanita maupun laki-laki dapat
dikenanakan pidana penjara jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun. Demikian pula pada
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat ketentuan hukuman dan sanksi baik
bagi pelaku kejahatan perdagangan orang maupun pihak-pihak yang ikut turut serta dalam
perencanaan, permufakatan, perekrutan, penghasutan atau apapun yang menyangkut kejahatan
tersebut. Sehingga dalam pandangan undang-undang ini, jenis sanksi dibedakan menjadi dua,
yaitu : pada Bab II tentang perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17; dan Bab III tentang perbuatan lain yang berkaitan
dengan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 undang-
undang tersebut.!®

Adapun dengan Instansi Penegak Hukum yang berhak atas penentuan sanksi dan hukuman
bagi para Pelaku tindak pidana perdagangan orang diputuskan oleh majelis Hakim yang
menangani perkara pada wilayah hukum pengadilan negeri yang berwenang. Sebagaimana

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan
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bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

pidana pada tingkat pertama.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sudah menjadi permasalahan umum hampir setiap
daerah hingga antar negara. Maka, adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menangani dan mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan tersebut sangat dibutuhkan, untuk
menghindari terjadinya lonjakan kasus pada masa mendatang. Khususnya di Indonesia,
terdapat beberapa daerah dengan maraknya kejahatan perdagang orang tersebut, sehingga
pemerintah daerah maupun pusat diharapkan agar lebih tanggap memperhatikan
keberlangsungan dari penanganan kasus kejahatan tersebut.®

Demikian pula hal ini membutuhkan adanya partisipasi masyarakat setempat agar
berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini. Karena pengaruh daripada
suatu lingkungan terhadap diri seseorang juga sangat penting, terutama apabila kejahatan
tersebut berada di lingkungan sekitar. Adanya masyarakat yang peduli dan antisipasif dapat
menjadi nilai tambahan bagi upaya penanggulangannya sehingga dapat mencegah terjadinya
kasus perdagangan orang, dengan masyarakat sebagai pelaku maupun korban.?

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang tersebut antara lain, seperti pemberantasan kemiskinan termasuk

kemiskinan struktural yang menjadi faktor ekonomi penyebab terjadinya tindak kejahatan ini.

Kemudian juga adanya penyetaraan gender dalam suatu tatanan masyarakat, serta memperluas
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lapangan pekerjaan bagi SDM di Indonesia sehingga menjadi jalan utama penyelesaian

masalah ekonomi khususnya dalam negara.?

E. Ketentuan Pada Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)

Berdasarkan pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada nomor
104/Pid.Sus/2023/PN Bil, adapun hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penanganan-nya
pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
sebagaimana dengan tindak pidana lainnya. Apabila kita membaca kembali isi keseluruhan dari
Putusan tersebut, maka terdapat hal-hal yang termasuk ke dalam ketentuan penanganannya,
yakni meliputi :

1) Laporan, yaitu suatu pemberitahuan oleh seseorang yang karena hak atau kewajibannya
menurut undang-undang, disampaikan kepada pejabat berwenang terkait telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana; dalam perkara ini, adanya
laporan dari masyarakat menjadi landasan utama Penyelidik memeriksa ke tempat
kejadian perkara (TKP), yang berada di Kabupaten Pasuruan yakni termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

2) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan; dalam perkara ini, adanya tindakan dari 2 (dua) orang
Penyelidik yang merupakan anggota POLRI Ditreskrimum Polda Jawa Timur, langsung

memeriksa ke tempat yang telah diduga menjadi lokasi perkara;
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3)

4)

S)

6)

7)

Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan
barang bukti, yang mana dengannya membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
agar dapat menemukan tersangkanya; dalam perkara ini adanya Penyidik yang
mengumpulkan bukti-bukti dari Para Tersangka berupa beberapa barang dari tempat
kejadian perkara (TKP) yang terkait tindak pidana tersebut. Akan diuraikan Penulis
dalam Bab selanjutnya;

Penangkapan, yaitu tindakan Penyidik yang mengekang kebebasan tersangka/terdakwa
sementara waktu jika ditemukannya bukti cukup untuk kepentingan penyidikan atau
penuntutan ataupun peradilan; dalam perkara ini penangkapan Para Tersangka yang
dilakukan saat berlangsungnya penyelidikan dan penyidikan pada 14 November 2022
silam;

Penahanan, yaitu penempatan bagitersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik
atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya menurut undang-undang;
dalam perkara ini Para Tersangka ditahan oleh Penyidik bertempat di Rumah Tahanan
Bangil, dengan uraian yang akan dijelaskan Penulis pada Bab selanjutnya;

Penyitaan, yaitu serangkaian tindakan oleh Penyidik untuk mengambil alih dan/atau
menyimpan benda bergerak/tidak, berwujud/tidak, di bawah penguasaannya untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan; dalam perkara
ini adanya penyitaan barang bukti setelah dilakukannya penyidikan oleh Penyidik,
degan uraian yang akan dijelaskan Penulis pada Bab selanjutnya;

Penuntut Umum, yaitu seorang Jaksa yang diberikan wewenang berdasarkan undang-
undang terkait untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim;
dalam perkara ini Penuntut Umum yang ditunjuk negara berasal dari Kejaksaan Negeri

Kabupaten Pasuruan atas nama Reyga Jelindo, S.H.;

13



8)

9

Penasihat Hukum, yaitu seseorang yang memenuhi syarat tertentu oleh undang-undang
untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa; dalam perkara ini
majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menunjuk Penasihat Hukum dari
POSBAKUM untuk mendampingi Para Terdakwa di bawah koordinator Advokat
Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H.;

Tersangka, yaitu seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti
awal menjadi patut diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana; dalam perkara ini Para
Tersangka (sekaligus Para Terdakwa) atas nama 1. Dimas Galih Pratikno bin Eko

Sutikno Als. Papi Galih; dan 2. Rose Nur Afni binti Nur Arfan Als. Mami Putri;

10) Terdakwa, yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang

pengadilan; dalam perkara ini Para Terdakwa atas nama 1. Dimas Galih Pratikno bin

Eko Sutikno Als. Papi Galih; dan 2. Rose Nur Afni binti Nur Arfan Als. Mami Putri;

11) Terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap; dalam perkara ini Para Terpidana atas nama 1.
Dimas Galih Pratikno bin Eko Sutikno Als. Papi Galih; dan 2. Rose Nur Afni binti Nur

Arfan Als. Mami Putri;

12) Penuntutan, yaitu tindakan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana

ke pengadilan negeri yang berwenang berdasarkan undang-undang, dengan permintaan
atas pemeriksaan dan diputus oleh Hakim dalam persidangan; dalam perkara ini
Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bangil yang termasuk ke

dalam kompetensi relatif (wilayah hukum);

13) Mengadili, yaitu serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam
persidangan menurut undang-undang; dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bangil yang mengadili Para Terdakwa pada nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil;
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14) Saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan alasan-alasan atasnya; dalam perkara ini terdapat 19
(Sembilan belas) orang perempuan (dengan uraian pada Bab selanjutnya) sebagai
korban perdagangan orang sekaligus menjadi saksi-saksi karena terlibat langsung
dalam tindak pidana tersebut;

15) Keterangan Saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan
dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan alasan-alasan atasnya; dalam perkara ini keterangan saksi
didapatkan dari kesaksian para saksi saat di persidangan;

16) Keterangan Ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan keahlian
khusus mengenai hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana untuk
kepentingan pemeriksaan; dalam perkara ini adanya Ahli dari Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) atas nama Abdanev JPA Colly, S.H.
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